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. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh
informas sebagal salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28
F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan
dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informas Publik; (2)
kewgjiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan
Informas Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan
cara sederhana; (3) pengecualian Informas Publik bersifat ketat dan
terbatas; (4) kewgiban Badan Publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan
peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1
angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,
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dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ¢ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informas Publik. Oleh karena itu perlu ditetapkan
Peraturan Komis Informas Pusat tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Publik
daam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; (2) meningkatkan
pelayanan Informas Publik di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; (3) menjamin
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informas Publik;
dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan
informas  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informas Publik.

Peraturan ini mengatur mengenai:

a. Badan Publik yang didalamnya mencakup (1) ruang lingkup Badan
Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam pelayanan Informasi
Publik; serta (3) tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. Kewagjiban Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu
melalui mekanisme pengumuman Informasi Publik baik secara berkala
maupun serta merta serta pelayanan informas atas dasar permohonan
yang antaralain mencakup informasi yang tersedia setiap saat;

c. Informas yang dikecualikan yang didalamnya mencakup tata cara bagi
Badan Publik dalam mengecualikan Informas;

d. Standar layanan Informasi Publik yang mencakup (1) standar layanan
Informas Publik melalui pengumuman; (2) standar layanan Informasi
Publik melalui permohonan beserta biaya perolehan informasi;

e. Tata cara pengelolaan keberatan yang mencakup (1) pengguan
keberatan; (2) registras keberatan; dan (3) tanggapan atas keberatan;

f.Laporan dan evaluas pelaksanaan layanan Informasi Publik; serta
g. Penyusunan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Pada Badan Publik yang memiliki banyak unit kerja atau satuan kerja
dengan berbagai kantor yang berbeda-beda, kebutuhan untuk memiliki
petugas informas di setiap kantor untuk membantu PPID mengelola dan
melayani akses informasi sangat mungkin diperlukan. Berbeda dengan
Badan Publik yang tidak memiliki banyak unit/satuan kerja, PPID dapat
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sekaligus melaksanakan fungsi sebagai petugas informasi. Selain petugas
informasi, Badan Publik bisa juga menunjuk pegabat fungsional seperti
arsiparis dan pranata komputer juga mungkin diperlukan untuk membantu
PPID memastikan akses informasi publik yang baik.

Badan Publik dapat pula memutuskan untuk menunjuk PPID Utama dan
Pelaksana agpabila dibutuhkan. Dalam hal terdapat lebih dari satu PPID,
Badan Publik mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan antar PPID tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informas dari setigp unit/satuan kerja
yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap
unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisk seluruh informasi
yang berada di bawah penguasaannya.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan pengumpulan Informasi Publik secara fisik
adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk
salinan elektronik atau salinan tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
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Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah
seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dimaksud
khususnya yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi
Badan Publik tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Angkal
Cukup jelas.
Angka?2
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